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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil peneltian yang dilakuakn, maka ditemukan kesimpulan 

berdasarkan rumusan masalah yang diajukan sebelumnya. Pada dasarnya kesimpulan 

adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Terkait 

dengan peneltian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalalah bahwa kinerja 

DPRD kota tidore kepulauan dalam menjalankan fungsi legislasi belum berjalan 

secara efektif. Hal ini terbukti dengan belum adanya PERDA yang dihasilkan oleh 

DPRD tidore kepulauan pada periode 2014-2019. Kalau pun ada, maka itu masih 

dalam tahap rancangan berdasrkan kinerja dari DPRD sebelumnya. Sampai dengan 

saat ini, sudah ada beberapa rancangan PERDA (RAPERDA) yang menjadi fokus 

kinerja dari DPRD tidore kepulauan. Seharusnya sekarang ini sudah memasuki tahap 

implementasi PERDA tersebut, bukan lagi pada tahap pembahasan rancanganya. Ini 

merupkan salah satu indikator bahwa secara kelembagaan, DPRD tidore kepulauan 

belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. 

 Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oelh DPRD tidore kepulauan hingga 

belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kendala-kendlaa tersebut 

adalah pertama adanya sistem oligarki kepemiminan dipihak ketua DPRD. Semua 

keputusan yang diambil ditentukan secara akhir pada pimipinan DPRD. Hal ini 
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menjadi sulit apabila kepentingan dari pimpinan DPRD dan partainya dengan sejalan 

dengan PERDA yang akan dihasilkan. Sehingganya terkadang proses pembuatan 

peraturan daerah macet pada proses pengesahn yang telah melibatkan pimpinan-

pimpinan di DPRD kota tidore kepulauan. Kedua adanya pertimabngan antara 

lembaga eksekutif dan legislatif. Artinya bahwa peraturan daerah yang dihasilkan 

akan mempertimbangkan keuntngan secara poltisi dari kedua lembaga tersebut. Jika 

kepentingan tidak satu, maka tentu akan sulit dalam proses pembuatan peraturan-

peraturan daerah. Realiata ini sering terjadi di DPRD kota tidore kepulauan. 

Ketiga,Kendala yang diahadapi adalah kualitas SDM dari setiap legislator yang ada di 

DPRD kota tidore kepulauan. Sangat sedikit anggota legilatpr yanng memilik latar 

belakang poltik ataupun hukum.hal ini menyulitkan proses pembuatan peraturan 

daerah karena sebgaian besar anggota DPRD kota tidore kepulauan belum paham 

proses pembuatan peraturan daerah. Sangat dipahami mengingat mereka bukan dari 

latar belakang pendidikan politk, pemernathan, aaupun hukum. Bahkan ada sebgaian 

dari meerka yang baru mengenal dan pertamakali ikut dalam pembuatan regulaasi. 

Sangat ironis sekali ketiak seorang tidak paham dengan mengerti apa yang harus 

dikerjakanya sebagai kewajiban. Keempat, kendala yang diahapi selanjutnya adalah 

adanya kecenderungan legisislator kota tidore kepulauan sebagai wakil partai, bukan 

wakil rakyat. Sehingga dalam menjalankan tugas tertentu fungsi legislasi, 

pertimbangan yang digunkan adalah kepentingan partai politik sebagai kenderaanya 

menuju legislator, bukanlah kepentingan rakyat.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis melahirkan sebuah 

saran dan pedapat dikatakan juga sebagai rekomdasi terkait optimalisasi kinerja 

DPRD kota tidore kepulauan keberbagai pihak yang terkait. Rekomdasi tersebut 

diarahkan kepada pihak-pihak yaitu : 

1. Pihak DPRD kota tidore kepulauan harus selalu memegang teguh dan 

menyadari fungsi dan tugas sebagai wakil rakyat. Kepentingan rakyat harus 

menjadi prioritas diatas kepentingan lainya. 

2. Pihak pemerintah daerah harus lebih produktif lagi dalam memberikan usulan 

rancangan peraturan daerah sehingga bisa menjadi mesin pemicu produktifitas 

regulasi didaerah. 

3. Rakyat : harus aktif dan selalu berpartisipasi dalam proses politik terutama 

menyangkut pembuatan regulasi dikota tidore kepulauan. Hal ini diperluakn 

guna menagwal kinerja DPRD kota tiodre kepulauan secara kelembagaan. 
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